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Abstract − The acceleration of information technology demands that 

public administration transform from a rigid bureaucracy into an agile 

entity, although it remains hindered by infrastructure and human resource 

capacity issues. This study aims to synthesize and analyze the development 

of scientific literature related to digital transformation in public 

administration throughout the 2020 to 2026 period. This study utilizes the 

theoretical foundation of Mergel et al. (2019), which maps four main 

dimensions: reasons, objects, process, and results of transformation. The 

research method employed is a systematic qualitative-descriptive literature 

review of 10 reputable scientific articles filtered from various academic 

databases. The analysis reveals specific evolutionary trends across these 

four dimensions. Regarding "reasons," there has been a shift from 

reactive responses to the pandemic (2020) toward proactive governance 

driven by data requirements and Artificial Intelligence (AI) by 2026. The 

"objects" of transformation have evolved toward the integration of 

complex, cross-sectoral systems. In terms of "processes," the literature 

identifies sectoral silos, low digital literacy among civil servants, and rigid 

regulations as persistent structural barriers. Meanwhile, findings 

regarding "results" confirm that digital innovation has successfully 

enhanced public value and transparency, although transforming 

bureaucratic culture remains a long-term process. 

 

Keywords – Public Administration, Literature Review, Governance, 

Digital Transformation. 

 

Abstrak − Akselerasi teknologi informasi menuntut administrasi publik 

bertransformasi dari birokrasi kaku menjadi entitas yang tangkas, 

meskipun masih terhambat masalah infrastruktur dan kapasitas SDM. 

Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis dan menganalisis 

perkembangan literatur ilmiah terkait transformasi digital dalam 

administrasi publik sepanjang periode 2020 hingga 2026. Kajian ini 

menggunakan landasan teoretis dari Mergel et al. (2019) yang 

memetakan empat dimensi utama, yaitu alasan (reasons), objek 

(objects), proses (process), dan hasil (results) transformasi. Metode 

penelitian yang digunakan adalah literature review sistematis deskriptif-

kualitatif terhadap 10 artikel ilmiah bereputasi yang disaring dari 

berbagai basis data akademik. Hasil pembahasan terhadap 10 artikel 

ilmiah bereputasi menunjukkan evolusi spesifik pada empat dimensi 

transformasi digital administrasi publik. Pada dimensi reasons, terjadi 

pergeseran dari respons reaktif akibat pandemi (2020) menjadi tata 

kelola proaktif yang didorong oleh kebutuhan data dan Kecerdasan 

Buatan (AI) pada 2026. Transformasi objects berkembang menuju 

integrasi sistem lintas sektor yang kompleks. Pada dimensi process, 
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literatur menemukan bahwa ego sektoral, rendahnya literasi digital 

aparatur, dan regulasi yang kaku masih menjadi penghambat 

struktural utama. Sementara itu, temuan pada dimensi results 

menegaskan bahwa inovasi digital berhasil meningkatkan nilai publik 

dan transparansi, meski perubahan budaya birokrasi masih 

membutuhkan waktu. 

 

Kata Kunci − Administrasi Publik, Kajian Literatur, Tata Kelola 

Pemerintahan, Transformasi Digital. 
 

 

I. PENDAHULUAN 
 

Akselerasi teknologi informasi telah mengubah lanskap operasional sektor publik secara fundamental. Transformasi 

digital kini menjadi penggerak utama dalam menyusun kembali strategi operasional dan kompetitif guna merespons 

tantangan ekonomi serta kebutuhan masyarakat yang kian kompleks [1]. Administrasi publik, yang secara tradisional 

diidentikkan dengan prosedur birokrasi yang kaku, hierarkis, dan berbasis kertas, kini dituntut untuk bertransformasi 

menjadi entitas yang tangkas, responsif, dan berbasis digital. Transisi ini mengharuskan pemerintah untuk 

mengintegrasikan teknologi informasi guna menciptakan layanan yang lebih transparan dan efisien, meskipun sering kali 

terhambat oleh tantangan infrastruktur, kesenjangan digital, serta kompleksitas keamanan siber [2], [3], [4]. 

Fenomena ini bukan lagi sekadar pilihan taktis, melainkan keharusan strategis. Isu utama yang sering muncul dalam 

tata kelola pemerintahan kontemporer adalah adanya kesenjangan (gap) antara adopsi teknologi dengan kesiapan budaya 

organisasi serta kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Banyak institusi publik terjebak dalam proses "digitalisasi" 

(sekadar mengubah dokumen fisik menjadi digital) tanpa melakukan "transformasi" yang menyentuh akar model bisnis 

dan penciptaan nilai publik (public value). Implementasi inovasi seperti big data dan integrasi sistem lintas sektor kini 

dipandang sebagai instrumen krusial dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta responsivitas layanan yang lebih 

inklusif [5]. 

Permasalahan lain yang kerap dihadapi oleh organisasi pemerintah termasuk dalam konteks daerah seperti di 

Indonesia adalah resistensi internal terhadap perubahan, ego sektoral antar-lembaga yang menghambat integrasi data, serta 

infrastruktur digital yang belum merata. Studi literatur terbaru menegaskan bahwa mengatasi hambatan multidimensi ini 

memerlukan perencanaan inklusif dan koordinasi lintas sektor yang kuat untuk memastikan teknologi benar-benar 

memberikan nilai sosial [6]. Dinamika yang terjadi sepanjang tahun 2020 hingga 2026 menunjukkan bahwa tekanan 

eksternal, seperti tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan transparan pasca-pandemi, sering kali tidak 

diimbangi dengan kesiapan tata kelola internal. Selain itu, tantangan mendasar seperti rendahnya literasi digital dan 

resistensi pegawai terhadap perubahan budaya organisasi sering kali menghambat efektivitas inovasi e-government yang 

telah dicanangkan [7], [8]. 

Untuk membedah kompleksitas ini, diperlukan sebuah kerangka teoretis yang komprehensif. Mergel et al. pada tahun 

2019 menyediakan fondasi analitis yang kuat melalui empat dimensi utama: Digital Transformation Reasons (Alasan), 

Digital Transformation Objects (Objek), Digital Transformation Process (Proses), dan Results of Digital Transformation 

(Hasil) [9]. Kerangka kerja ini memungkinkan peneliti untuk melihat transformasi digital bukan sebagai peristiwa tunggal, 

melainkan sebagai proses evolusioner yang multi-dimensi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mensintesis dan menganalisis perkembangan literatur ilmiah terkait 

transformasi digital dalam administrasi publik dalam rentang waktu 2020 hingga 2026. Dengan menggunakan kerangka 

kerja Mergel et al., artikel ini bertujuan untuk memetakan dinamika pendorong, objek yang diubah, tahapan proses yang 

dilalui, serta hasil nyata yang dicapai oleh sektor publik, sekaligus mengidentifikasi celah penelitian (research gap) untuk 

studi masa depan di bidang ilmu pemerintahan. 

II. PENELITIAN YANG TERKAIT 
 

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan adanya perhatian yang besar dari para sarjana global 

maupun domestik terhadap isu ini dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2020–2026). Tinjauan sistematis 

terhadap literatur tahun 2020-2026 mengungkapkan bahwa fokus utama para peneliti terletak pada peningkatan 

efisiensi birokrasi dan kualitas layanan publik sebagai hasil krusial dari transformasi digital. Meskipun 

demikian, literatur juga menggarisbawahi bahwa tantangan fundamental, khususnya terkait fragmentasi sistem 

(interoperabilitas), resistensi budaya organisasi, dan kesiapan infrastruktur, masih menjadi hambatan utama 

dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam model bisnis pemerintahan. 
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Berfokus pada fase awal pandemi dan menemukan bahwa krisis kesehatan global bertindak sebagai 

katalisator utama (Reasons) yang memaksa pemerintah mengadopsi kerja jarak jauh. [10]. Serta mempercepat 

implementasi e-government sebagai media utama untuk membangun hubungan yang lebih adaptif antara 

pemerintah dan masyarakat. Lebih lanjut, berbagai studi kontemporer menegaskan bahwa keberhasilan 

transformasi digital di sektor publik sangat bergantung pada kemampuan integrasi yang komprehensif antara 

aspek organisasi, infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, serta responsivitas terhadap 

tekanan eksternal [3], [6]. 

Implementasi e-government di tingkat pemerintah daerah di Indonesia, menyoroti bahwa objek yang paling 

sering diubah adalah aplikasi layanan publik (Objects), namun sering kali melupakan integrasi sistem [11]. 

Padahal, integrasi data lintas lembaga merupakan prasyarat mutlak untuk meminimalisasi fragmentasi sistem 

yang menghambat terciptanya layanan publik yang efisien dan transparan. Terlebih lagi, penelitian terkini 

mengidentifikasi bahwa regulasi dan kebijakan sering kali kurang responsif terhadap dinamika perkembangan 

TIK, sehingga memperlambat upaya interoperabilitas data yang esensial bagi tata kelola pemerintahan yang 

terpadu. Ketidakselarasan kerangka hukum ini menciptakan hambatan struktural yang menghalangi pertukaran 

informasi antar-instansi, yang pada akhirnya membatasi kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan 

publik yang benar-benar holistik dan berbasis data. 

Pandangan makro mengenai bagaimana transformasi digital memerlukan rekonfigurasi struktur organisasi 

publik secara menyeluruh (Process) [12]. Transformasi ini menekankan bahwa kepemimpinan dan budaya 

organisasi merupakan faktor determinan yang tidak boleh dikesampingkan dalam proses adaptasi birokrasi, 

karena kebijakan mandatori pemerintah menuntut setiap instansi untuk terus bertransformasi guna merespons 

tuntutan efisiensi dan akuntabilitas. Studi empiris menunjukkan bahwa komitmen kepemimpinan digital yang 

kuat tidak hanya berfungsi sebagai penggerak inovasi teknis, tetapi juga sebagai katalisator untuk meruntuhkan 

resistensi budaya organisasi yang hierarkis. 

Serta mengevaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia dan menemukan 

hambatan besar pada kompetensi SDM aparat sipil negara (Process) [13]. Hal ini mempertegas fakta bahwa 

meskipun regulasi telah memandatkan transformasi digital secara menyeluruh, kesenjangan budaya kerja dan 

resistensi birokrasi masih menjadi kendala mendasar yang menghambat efektivitas integrasi sistem. 

Menyoroti hal yang berfokus pada hasil (Results) dan membuktikan bahwa transformasi digital berkorelasi 

positif dengan peningkatan kepercayaan publik (public trust) ketika transparansi ditingkatkan [14]. Selain itu, 

keberhasilan inisiatif ini sangat ditentukan oleh komitmen kepemimpinan dalam mengarahkan perubahan 

struktural serta penyediaan infrastruktur yang merata hingga ke wilayah terpencil, mengingat kompleksitas 

transformasi digital menuntut kolaborasi lintas sektor dan kesiapan ekosistem yang komprehensif untuk 

mencapai hasil yang berkelanjutan. Sejalan dengan urgensi tersebut, literatur terkini menekankan bahwa 

kesenjangan literasi digital aparatur serta kurangnya koordinasi antar-lembaga tetap menjadi faktor penghambat 

utama yang memerlukan intervensi kebijakan lebih konsisten. Mengatasi hambatan ini menuntut sinergi antara 

peningkatan kapasitas SDM dan sinkronisasi regulasi, sehingga transformasi digital tidak hanya menjadi 

wacana teknis, melainkan pergeseran paradigma birokrasi yang benar-benar holistik dan berorientasi pada 

kepuasan masyarakat. 

Pengkajian layanan publik yang berpusat pada warga (citizen-centric services) sebagai respon atas tekanan 

kebutuhan masyarakat (Reasons) [15]. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya desain platform yang user-

friendly guna memastikan aksesibilitas inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar 

belakang geografis atau teknis. Integrasi desain tersebut dengan peningkatan literasi digital warga serta 

pemerataan infrastruktur menjadi prasyarat krusial untuk meminimalisasi ketimpangan akses, yang pada 

akhirnya memastikan efektivitas layanan publik yang lebih adil dan berkelanjutan. 

Penelitian tentang pentingnya literasi digital birokrat dalam menentukan keberhasilan implementasi 

kebijakan digital (Process) [16]. Studi ini menekankan bahwa rendahnya literasi digital aparatur, di samping 

resistensi internal terhadap perubahan, menjadi hambatan utama dalam mengadopsi teknologi baru di seluruh 

lapisan birokrasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan intervensi strategis berupa program 

pengembangan kapasitas SDM yang berkelanjutan serta upaya transformasi budaya organisasi yang proaktif 

guna mengurangi resistensi. Tanpa langkah-langkah mitigasi yang komprehensif, adopsi teknologi berisiko 

hanya bersifat superfisial dan gagal memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi serta kualitas pelayanan 

publik dalam jangka panjang. 

Mengeksplorasi penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) sebagai objek baru dalam administrasi publik 

(Objects) untuk membantu pengambilan keputusan berbasis data [17]. Studi literatur menunjukkan bahwa 
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integrasi kecerdasan buatan dipandang sebagai instrumen strategis untuk mentransformasi birokrasi menuju tata 

kelola yang lebih responsif dan efektif, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan terkait 

adaptasi budaya kerja serta kesiapan aparatur. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kepemimpinan yang kuat 

serta pembaruan regulasi yang responsif untuk memitigasi hambatan tersebut dan memastikan operasionalisasi 

teknologi berjalan optimal. Langkah ini harus diimbangi dengan pendekatan sistemik yang menyelaraskan 

pengembangan kapasitas sumber daya manusia dengan tata kelola data yang etis agar transformasi ini benar-

benar memberikan nilai publik yang berkelanjutan. 

Menganalisis hasil transformasi pasca-pemilu, menekankan pada perubahan budaya organisasi birokrasi 

yang mulai meninggalkan pola pikir silo (Results) [18]. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemerintah 

daerah kini cenderung menerapkan strategi adaptasi campuran untuk mengatasi keterbatasan dana dan hambatan 

infrastruktur sistem informasi yang usang. Strategi ini sering kali melibatkan pemanfaatan solusi digital berbasis 

cloud yang lebih ekonomis untuk mendukung keberlangsungan layanan publik tanpa menuntut investasi 

infrastruktur fisik secara masif. Namun, pendekatan pragmatis tersebut memerlukan sinkronisasi regulasi yang 

ketat agar tidak menimbulkan fragmentasi data baru yang nantinya menghambat interoperabilitas sistem secara 

menyeluruh. 

Melakukan studi meta-analisis mengenai kematangan digital sektor publik, menyimpulkan bahwa 

keberhasilan hasil sangat bergantung pada kejelasan visi strategis pemimpin (Results) [19]. Pencapaian visi 

tersebut memerlukan kesiapan institusional yang kuat, kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni, serta 

kehadiran regulasi etis yang mampu menyeimbangkan laju inovasi teknologi dengan prinsip transparansi tata 

kelola. Sinergi komprehensif antara seluruh elemen ini sangat krusial untuk memastikan bahwa adopsi teknologi 

tidak sekadar menjadi formalitas prosedural, melainkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan 

kualitas layanan publik yang berkelanjutan. 

Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan 10 penelitian di atas terletak pada pendekatan sintesisnya. 

Mayoritas penelitian terdahulu menganalisis transformasi digital secara parsial, misalnya hanya berfokus pada 

aspek teknologi atau aspek SDM saja. Sementara itu, penelitian ini melakukan evaluasi holistik dengan 

mengintegrasikan sepuluh studi tersebut ke dalam empat pilar teoretis Mergel secara sekaligus, mencakup tren 

dinamis dari tahun 2020 hingga perkembangan mutakhir di tahun 2026. 

III. METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan metode Literature Review (tinjauan literatur) yang dilakukan secara sistematis dan 

deskriptif-kualitatif [20]. Pengumpulan data difokuskan pada artikel jurnal ilmiah bereputasi, baik nasional maupun 

internasional, yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020 hingga 2026. Rentang waktu ini dipilih karena merepresentasikan 

fase krusial evolusi digital di birokrasi, mulai dari respons darurat pandemi hingga fase maturitas adopsi teknologi mutakhir 

seperti AI pada tahun 2026. 

Pencarian literatur dilakukan melalui database akademik utama seperti Google Scholar, Scopus, dan Sinta dengan 

menggunakan kombinasi kata kunci: "Digital Transformation", "Public Administration", "Mergel Framework", dan "Tata 

Kelola Pemerintahan". Dari hasil penyaringan awal, dipilih 10 artikel utama yang dinilai paling relevan dan secara langsung 

merepresentasikan elemen-elemen dalam kerangka kerja Mergel. Kriteria inklusi mengharuskan artikel berasal dari jurnal 

bereputasi yang secara langsung membahas dinamika e-government, sedangkan artikel yang tidak relevan dengan keempat 

dimensi Mergel atau tidak membahas integrasi teknologi di sektor publik dieksklusi dari analisis. Melalui penyaringan 

tersebut, terpilih 10 artikel utama yang paling relevan sebagai dasar sintesis. Analisis data dilakukan secara kualitatif-

deskriptif dengan cara mereduksi data, mengategorikan temuan berdasarkan variabel teori Mergel, dan menyajikannya 

dalam bentuk tabel komparatif untuk kemudian ditarik kesimpulan. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Tinjauan ini memetakan temuan dari 10 literatur terpilih ke dalam empat dimensi Mergel. Perlu ditekankan 

bahwa hasil pembahasan ini merupakan representasi dan gambaran spesifik dari kesepuluh literatur yang 

dianalisis tersebut, dan bukan ditujukan sebagai gambaran keseluruhan perkembangan administrasi publik 

digital secara global. 

Berikut adalah tabel ringkasan hasil literature review dari 10 penelitian terdahulu yang dipetakan 

berdasarkan dimensi Mergel: 
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TABEL I 

RINGKASAN ANALISIS LITERATURE REVIEW 

No Peneliti & Tahun Fokus Utama Penelitian 
Penyelarasan dengan Dimensi 

Mergel  

1 Darmawan & 

Atmojo, 2020 [10] 
Dampak pandemi terhadap 

adopsi kerja jarak jauh di 

sektor publik. 

Reasons: Menyoroti tekanan 

eksternal mendesak akibat krisis 

global. 

2 Fahlevvi et al., 2025 

[11]   
Evaluasi aplikasi e-

government pada pemerintah 

daerah di Indonesia. 

Objects: Berfokus pada perubahan 

proses kerja dan kanal layanan 

publik. 

3 Kasiwi et al., 2025 

[12] 

Rekonfigurasi struktural 

organisasi publik di era 

digital. 

Process: Menganalisis tahapan 

adaptasi strategis dan perubahan 

struktur. 

4 Kencono et al., 2024 

[13] 

Analisis hambatan 

implementasi SPBE dan 

kompetensi aparatur. 

Process: Menyoroti tantangan 

peningkatan kapasitas dan 

kompetensi SDM. 

5 Gani & Jaya, 2025 

[14] 

Penciptaan nilai publik 

melalui transparansi digital. 

Results: Mengukur dampak 

teknologi terhadap penciptaan nilai 

publik. 

6 Wahyuni et al., 

2026 [15] 

Pengembangan layanan 

publik berbasis kebutuhan 

warga (citizen-centric). 

Reasons: Tuntutan dan kebutuhan 

masyarakat sebagai pendorong 

utama. 

7 Purnamasari et al., 

2025 [16] 

Kesiapan literasi digital 

birokrat dalam implementasi 

kebijakan. 

Process: Menjelaskan proses 

adaptasi kapasitas internal 

organisasi. 

8 Basron, 2026 [17] Integrasi Kecerdasan Buatan 

(AI) dalam pengambilan 

keputusan publik. 

Objects: Fokus pada teknologi baru 

dan perubahan model bisnis 

instansi. 

9 Budiman et al., 

2025 [18] 

Evaluasi perubahan budaya 

organisasi birokrasi pasca-

transformasi. 

Results: Menganalisis perubahan 

budaya organisasi dan efektivitas 

kinerja. 

10 Rusliandy, 2024 

[19] 

Meta-analisis tingkat 

kematangan digital publik 

dan peran kepemimpinan. 

Results: Menilai keberhasilan 

jangka panjang dan keluaran 

layanan baru. 

Berdasarkan analisis terhadap 10 penelitian terdahulu, pembahasan disajikan mengacu pada empat 

dimensi teoretis yang dikemukakan oleh Mergel: 

1. Digital Transformation Reasons (Alasan Transformasi Digital) 

Literatur dari tahun 2020 hingga 2026 (seperti Darmawan & Atmojo, 2020; Wahyuni et al., 2026) 

menunjukkan bahwa pendorong utama transformasi digital bergeser dari yang awalnya bersifat 

reaktif akibat krisis (pandemi COVID-19) menjadi bersifat proaktif demi memenuhi ekspektasi 

masyarakat yang semakin tinggi. Tekanan eksternal berupa kebutuhan efisiensi ekonomi dan 

transparansi memaksa organisasi publik untuk meninggalkan metode konvensional. Secara 

internal, kebutuhan akan pengelolaan arsip yang terintegrasi dan akuntabilitas manajemen menjadi 

alasan sekunder yang memperkuat desakan ini. 
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2. Digital Transformation Objects (Objek Transformasi Digital) 

Objek transformasi mengalami evolusi yang signifikan. Pada periode 2025 (oleh Fahlevvi et al., 

2025) fokus objek perubahan masih berkutat pada digitalisasi proses kerja internal dan pembuatan 

aplikasi pelayanan dasar. Namun, memasuki tahun 2026 (seperti terlihat dalam Basron, 2026), 

objek transformasi telah bergeser ke arah yang lebih kompleks, melibatkan interaksi antar-

pemangku kepentingan, pemanfaatan Big Data, dan integrasi Kecerdasan Buatan (AI) ke dalam 

model bisnis pemerintahan guna menciptakan ekosistem tata kelola yang cerdas (smart 

governance). 

 

3. Digital Transformation Process (Proses Transformasi Digital) 

Dimensi proses merupakan fase yang paling menantang dalam implementasi. Temuan dari (Kasiwi 

et al., 2025; Kencono et al., 2024; dan Purnamasari et al. 2025) menegaskan bahwa proses 

transformasi digital tidak berjalan linier. Tahapan peralihan dari digitalisasi dokumen menuju 

transformasi budaya memerlukan peningkatan kompetensi SDM (literasi digital) secara masif. 

Hambatan struktural seperti regulasi yang kaku dan ego sektoral sering kali memperlambat 

adaptasi strategis organisasi dalam mengadopsi teknologi baru. 

 

4. Results of Digital Transformation (Hasil Transformasi Digital) 

Hasil akhir dari transformasi digital dinilai dari kemampuannya menciptakan nilai publik (public 

value). Penelitian di ujung linier waktu (Rusliandy, 2024; Gani & Jaya, 2025; dan Budiman et al., 

2025) menunjukkan hasil yang bervariasi. Di satu sisi, terjadi perbaikan proses birokrasi yang 

signifikan, keluaran layanan baru yang lebih inklusif, dan peningkatan kepuasan masyarakat. Di 

sisi lain, perubahan budaya organisasi secara menyeluruh masih memerlukan waktu yang lama, di 

mana keberhasilannya sangat ditentukan oleh faktor kepemimpinan digital (digital leadership). 

V. KESIMPULAN 
 

Analisis literatur periode 2020–2026 menggunakan kerangka Mergel menghasilkan temuan utama pada 

empat dimensi berikut:  

• Reasons: Pendorong transformasi berevolusi dari sekadar respons darurat krisis (2020) menjadi 

strategi tata kelola matang berbasis data (2026).  

• Objects: Fokus perubahan telah bergeser dari pembuatan aplikasi layanan dasar menuju 

pemanfaatan AI dan ekosistem Smart Governance.  

• Process: Transisi struktural masih menghadapi tantangan berat berupa ketimpangan literasi digital 

aparatur, ego sektoral, serta ketertinggalan regulasi.  

• Results: Transformasi berhasil mempercepat pelayanan dan meningkatkan kepercayaan publik, 

meskipun perombakan budaya organisasi belum terjadi secara menyeluruh tanpa adanya 

kepemimpinan digital yang kuat.  

 

Kemudian, untuk memperkuat narasi hasil kesimpulan sebelumnya dari literature review yang telah 

dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut: 

1. Transformasi digital dalam administrasi publik telah berevolusi dari sekadar respons darurat 

terhadap krisis (2020) menjadi strategi tata kelola yang matang dan berbasis data (2026). Penerapan 

kerangka Mergel membantu mengidentifikasi bahwa keberhasilan transformasi tidak hanya diukur 

dari kecanggihan teknologi (Objects), tetapi dari bagaimana proses adopsi SDM (Process) mampu 

menghasilkan nilai publik dan perubahan budaya birokrasi yang nyata (Results). 

 

2. Implementasi yang terstruktur terbukti mampu memangkas rantai birokrasi yang berbelit-belit, 

meningkatkan kecepatan pelayanan, menciptakan transparansi yang menumbuhkan kembali 

kepercayaan publik, serta memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based 

policy) yang lebih akurat melalui pemanfaatan AI dan Big Data. 

 

3. Masih terdapat ketimpangan kapasitas literasi digital di kalangan aparatur sipil negara, resistensi 

terhadap perubahan budaya kerja, regulasi yang sering kali tertinggal dibanding perkembangan 

teknologi, serta masalah keberlanjutan interoperabilitas sistem (aplikasi yang cenderung berjalan 
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sendiri-sendiri tanpa integrasi). 

 

4. Di masa depan, administrasi publik harus mengarah pada Smart Governance yang sepenuhnya 

terintegrasi. Fokus riset dan praktik harus digeser dari ego sektoral pembuatan aplikasi baru menuju 

penguatan keamanan siber (cybersecurity), etika pemanfaatan AI di pemerintahan, serta 

inklusivitas digital agar tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan (digital divide). 

 

Saran untuk penelitian selanjutnya bagi akademisi ilmu pemerintahan, disarankan untuk melakukan 

penelitian empiris yang menguji kerangka Mergel ini pada lokus pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota 

di daerah masing-masing). Studi masa depan perlu mengeksplorasi lebih dalam mengenai variabel Digital 

Leadership (Kepemimpinan Digital) sebagai intervensi kritis dalam menjembatani hambatan pada dimensi 

Process menuju Results yang optimal. 
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